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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 











ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha’ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Sad S Es (dengantitik di bawah) 
ض Dad D De (dengantitik di bawah) 
ط Ta T Te (dengantitik di bawah) 
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi  
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El  
م Mim M Em 
xi 
 
ن Nun N En  
و Wawu W We  
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrop 
ي Ya’ Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 




 Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fathah a a  َا 
kasrah 
 
i i  ِا 
dammah u u  ُا 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fathahdanya ai a dan i  َْﻰـ 
fathahdanwau au a dan u  َْﻮـ 
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   َل ْﻮَـھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata 
  ﻰـَﻣَر: rama 
   َﻞـْﯿِـﻗ : qila 
   ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر :raudah al-atfal 
























a dan garis di atas 
 
idangaris di atas 
 




 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana 
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina 
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq 
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj 
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima 
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ ّ ّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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 ُ َﺔﻔـْﺴﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah 
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا  : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na 
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’ 
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un 
 ُت ْﺮـِﻣ ُ ُ أ: umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 





 ِﷲ ُْﻦـﯾِد     dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ     billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 
xvi 
 
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
KUHP  = Kita Undang-Undang Hukum Pidana 
UUD  = Undang-Undang Dasar 
UU  = Undang-Undang 
BKN  = Badan Kepegawaian Negara 
ASN  = Aparatur Sipil Negara 
PNS  = Pegawai Negeri Sipil 
PPPK  = Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja 
swt.  = Subhanau wa ta’ala 
saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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QS…/…:… = Qur’an Surah  
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
 ص = ﺔﺤﻔﺻ 
 مد = نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ 
 ﻢﻌﻠﺻ = ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ 
 ط = ﺔﻌﺒط 
 ند = ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ 
 ﺦﻟا =    هﺮﺧا ﻰﻟا \  ﺎھﺮﺧا  ﻰﻟا  




Nama : Muh. Amin 
Nim : 10300111036 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul : Peranan Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Pengguna Ijazah Palsu (Studi Kasus Kantor Badan Kepegawaian 
Negara Regional IV Makassar) 
  Dalam penulisan skripsi ini, penelitian di lakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui (1). Bagaimana aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu, (2). Bagaimana peranan badan 
kepegawaian Negara terhadap pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu. 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis (sosio legal research) 
atau hukum sosiologis. Dalam pengumpulan data digunakan dua macam teknik 
penelitian yaitu :wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan 
data sekunder. Teknik Analisa Data  yang di gunakan adalah teknik analisis data 
secara kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, selanjutnya analisis 
dalam penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur 
kembali tentang ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina 
Kepegawaian dalam menjatuhkan tindakan administratif dan hukuman disiplin 
tehadap calon atau Pegawai Negeri Sipil. (2) Badan Kepegawaian Negara berperan 
aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pelaksanaan 
dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam melakuan pengawasan 
sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan kementrian riset, teknologi dan 
pendidikan tinggi, kementrian  pendidikan dan kebudayaan, kementrian agama, 








A. Latar Belakang Masalah 
Maraknya tindakan pemalsuan ijazah diberbagai pihak menjadi masalah yang 
serius untuk ditindaki  secara disiplin hukum. Tapi kenapa isu ijazah palsu membuat 
kerisauan dari berbagai pihak ini dikarenakan menyangkut moral dan karakter bangsa 
dan sistem pendidikan. Keberadaan sumber daya manusia dengan segala atribut yang 
menyertainya merupakan faktor penentu pembangunan bangsa dan lembaga 
pendidikanlah yang paling bertanggungjawab untuk itu. Ijazah merupakan hasil 
proses seorang pelajar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan 
lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administrasi dan akademik dari suatu 
program studi tertentu disebuah instansi pendidikan dan berhak menyandang gelar 
sesuai yang ditetapkan instansi tersebut. 
Berkenaan dengan adanya dugaan pengunaan ijazah palsu oleh pegawai 
negeri sipil, perlu dilakukan penertiban untuk menjaga harkat dan martabat pegawai 
negeri sipil. Terhadap pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu di 
maksud, maka dijatuhi tindakan administratif dan hukum disiplin. Karena hal yang 
dijelaskan sebelumnya  berdasarkan pertimbangan kepala badan kepegawaian negara 
menetapkan peraturan tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap 
pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu.1 Tindakan administratif yang 
                                                          
1Badan Kepegawaian Negara,Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 
Tahun 2015 (Disahkan, Jakarta 1 Juli 2015),h.1. 
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dimaksud adalah bagaimana secara taat administrasi yang di persiapkan pegawai 
negeri sipil sebelum menduduki instansi atau lembaga negara, juga secara disiplin 
hukum memiliki dokumen yang sah berdasarkan peraturan dan undang-undang yang 
berlaku. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem 
Pendidikan Nasional yang menjadi amanat Perundang-undangan dalam 
penyelenggaraan pendidikan, Serta Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4301, di jelaskan secara umum bahwasanya,manusia membutuhkan pendidikan dalam 
kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 
potensi dirinya melalui proses melaluli proses pembelajaran dan/atau  cara lain yang 
dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang –Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara 
mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 
Gerakan reformasi di indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip 
demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, 





proses, dan manejemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan 
teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek 
kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut 
pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu 
diversivikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar 
kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan 
kondisi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan 
tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan 
pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan 
keadilan; pelaksanaan manejemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi 
perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem dan multimakna. 
Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara 
pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta 
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.  
Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui 
visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional 
mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 
berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 
menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 
zaman yang selalu berubah.2 
                                                          
2
Departemen Agama, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional( Disahkan, Jakarta 8 juli 2003),hl.20. 
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Dijelaskan pada QS Huud/11 : 111-112 yang berbunyi: 
                                
                
Terjemahnya: 
Sesungguhnya kepada masing-masing (mereka yang berselisih itu) pasti Tuhanmu 
akan menyempurnakan dengan cukup, (balasan) pekerjaan mereka. Sesungguhnya 
Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan 
yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat 
beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan.3 
 
Dalam rangka pelakasanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara 
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, 
profesional, netral dan bebas dari intervensi pilitik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 
dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada 
perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan 
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang 
baik. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi 
                                                          






birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki 
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam 
pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.4 
Dan juga dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan 
masyarakat madaniyang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil 
dan bermoral tinggi, diperlakukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur 
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan 
secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh 
kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pegawai 
negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung 
jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan serta bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.5 
 Perbuatan memalsu ijazah merupakan tindakan melawan hukum, termasuk 
dalam kategori kejahatan menipu. Sedangkan perbuatan menipu bertentangan dengan 
ajaran agama. 
 Dijelaskan pada QS Al-Baqarah/2 : 9 yang berbunyi:  
                       
                                                          
4
Presiden RI, Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara(Disahkan, Jakarta 15 Januari 2014),hl. 1-2. 
 
5 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-UndangPokok-pokok Kepegawaian 




Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah 
menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.6 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Kepegawaian Negara 
Makassar, judul skripsi ini mengkaji peranan badan kepegawaian negara 
terhadap penentuan peraturan peundang-undangan dan sangksi administratif 
terhadap pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu. 
b. Deskripsi Fokus 
Dari latar belakang diatas pada kesempatan ini penulis akan 
menjelaskan satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah 
yang digunakan yaitu: 
1. Peranan  : tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu 
peristiwa7 
2. Badan  : sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk 
mengerjakan sesuatu8 
3. Pegawai  : orang yang bekeerja disuatu instansi dan mendapatkan 
upah9 
                                                          
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an,2009),h. 3. 
 
7Drs. Bambang  Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Victory Inti Cipta, 2015),h. 
377. 
 






4. Negara  : organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur 
oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat10 
5. Negeri  : wilayah kesatuan yang dipimpin oleh seorang 
pimpinan dan dihuni oleh penduduk11 
6. Sipil  : penduduk atau rakyat, bukan militer atau polisi12 
7. Pengguna : orang yang menggunakan13 
8. Ijazah  : surat tanda tamat belajar14 
9. Palsu  : tidak asli, tidak tulen, tidak sah, lancung, tiruan, 
gadungan, sumbang dan lain-lain15 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok 
permasalahan dari karya tulis ini yaitu: peranan badan kepegawaian negara terhadap 
pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu. Dari pokok permasalahan tersebut 
dirimuskan sub permasalahan antara lain sebagai berikut:  
                                                                                                                                                                     
9Drs. Bambang  Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Victory Inti Cipta, 2015),h. 
370. 
 
10Drs. Bambang  Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Victory Inti Cipta, 2015),h. 
338. 
 
11Drs. Bambang  Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Victory Inti Cipta, 2015),h. 
455. 
 
12Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Gitamedia Press, 2006),h. 440. 
 
13Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Gitamedia Press, 2006). h. 366. 
 
14Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Gitamedia Press, 2006). h. 188. 
 
15Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Gitamedia Press, 2006). h. 355. 
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1. Bagaimana aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegawai 
negeri sipil pengguna ijazah palsu ? 
2. Bagaimana peranan badan kepegawaian negara terhadap pegawai negeri 
sipil pengguna ijazah palsu ? 
D. Kajian Pustaka 
1. Nur Alam,S.H.,M.Si. dan Drs. Harmon Harun dalam bukunya yang 
berjudul Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004, yang 
membahas mengenai peraturan dibidang kepegawaian. Kekosongan 
literatur yang menyebabkan setiap pegawai khususnya pegawai negeri 
sipil, mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan sangat 
cepat. Oleh karena itu, dengan adanya buku ini, para pegawai negeri 
sipil diharapkan dapat mengikuti perkembangan tersebut dan 
menerapkannya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintah sebagai aparatur negara di bidang kepegawaian. 
2. Undang-Undang Kepegawaian dalam buku ini di sajikan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok 
Kepegawaian, Penyelenggaraan pemerintah dalam melayani warga 






3. D. Soemarno dalam bukunya yang berjudul Himpunan Lengkap 
Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 1975-1997, 
membicarakan masalah kepegawaian berarti mencari upaya 
pemecahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai karena 
pegawai dan seluruh aparatur negara adalah abdi masyarakat dan ahli 
negara, yang dituntut kemampuan dan profesionalismenya sebagai 
perangkat pemerintah. Oleh karena itu selayaknya apabila perjuangan 
memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri, merupakan upaya 
pemerintah yang akan terus dilakukan, sehingga tercipta suatu 
pemerintahan yang bersih dan beribawa. Sejalan dengan hal tersebut, 
berbagai peraturan dan perundangan telah dikeluarkan  untuk 
memperkokoh kedudukan dan status pegawai negeri, seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan, yang semuanya mengacu dan bersumber 
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
4. H. Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Kejahatan 
Mengenai Pemalsuan,Perbuatan membuat surat palsu adalah 
perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum 
ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan 
dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan 
memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada 
sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau 
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mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat 
semula. 
5. Salam Ibnu Syamsi dalam jurnal STAI Hasan Jufri, Bawean 2012 
yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan,  tindak pidana pemalsuan 
mencangkup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, 
barang, harta atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, 
dimana tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
suatu aturan hukum. 
6. Harni Eka Putri B dalam skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat, menjelaskan perbuatan yang termasuk dalam 
kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun 
cap/stempel merupakan salah diantara bentuk pemalsuan surat.  
E. Tujuan dan Kegunaan 
a. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pertimbangan badan kepegawaian negara terhadap 
calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu. 
2. Untuk mengetahui praktik peraturan perundang-undangan 
kepegawaian khusunya penggunaan  ijazah palsu. 
3. Untuk mengetahui kasus pegawai negeri sipil penggunaan ijazah palsu  





1. Kegunaaan teoritis, memberikan penjelasan tentang peraturan Kepala 
Badan Kepegawain Negara No 25 tahun 2015, peraturan Kepala 
Badan Kepegawain Negara No 20 tahun 2010 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian negara nomor 25 tahun 2015 tentang, Tindakan 
Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Yang Menggunakan Ijazah Palsu. 
2. Kegunaan Praktis, memberikan pengetahuan kepada penulis dan 
pembacanya tentangBadan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan 






A. Dasar Hukum Mengenai Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Pemalsuan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan adalah proses, cara atau 
perbuatan memalsu. Memalsu ijjazah adalah upaya atau tindakan memalsukan 
ijazah dengan meniru bentuk aslinya.1  
Menurut Soenarto Soerodibroto, menyatakan bahwa barangsiapa dibawah 
suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan 
persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.2 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang  apabila nampak dari luar  
seolah-olah  benar  adanya,  padahal  sesungguhnya bertent angan dengan yang 
sebenarnya, itulah yang dinamakan dengan tindak  pidana  pemalsuan  dalam  
bentuk  kejahatan dan pelanggaran.3 
                                                          
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta), h. 1006. 
 
2
Adami Chasawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan (Rajawali Pers, Jakarta), h. 100. 
 
3
 Salam Ibnu Syamsi, “Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan” (Makalah—STAI Hasan 
Jufri, Bawean, 2012), 2. 
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2. Dasar Hukum Perbuatan Pemalsuan 
Perbuatan pemalsuan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum Pidana 
pasal 263 ayat 1-2, yang menjelaskan barangsiapa membuat surat palsu atau 
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat solah-
olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pinjara paling lama enam 
bulan. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, Jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.4 
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 
Dalam Pasal 263 ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 
1dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur Objektif: 
1) Perbuatan:        a) membuat palsu; 
                              b) memalsu; 
2) Objeknya surat: a) yang dapat menimbulkan suatu hak; 
                                                          




                               b) yang menimbulkan suatu perikatan; 
                               c) yang menimbulkan suatu pembebasan utang  
                               d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu          
hal; 
3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. 
b. Unsur Subjektif: 
 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai solah-
olah isinya benar dan tidak palsu. 
Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur objektif 
1) Perbuatan: memakai; 
2) Obejknya: a) surat palsu; 
                        b) surat yang dipalsukan; 
3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; 
b. Unsur subjektif: dengan sengaja. 
 Surat (geschrif) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan 
yang terdiri dari kalimat dsn huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah 
pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tanda tangan, 
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dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan 
cara apapun. 
 Membuat surat palsu (membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat) 
adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagaian isinya palsu. Palsu 
artinya tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya. 
 Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut: 
1. Membuat sebuah surat yang sebagaian atau seluruh ini surat tidak sesuai atau 
bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian ini 
disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectuele valschheid); 
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain 
si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan 
pemalsuan materil (materiele Valshheil).Palsunya surat atau tidak benarnya 
surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 
Di samping isi dan  asalnya sebuah surat sebuah surat disebut surat palsu, 
apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal 
misalnya: 
1. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, 




2. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya 
ataupun tidak. 
Tanda tangan yang dimaksud di sini termasuk tanda tangan dengan 
menggunakan cap/stempel tanda tangan. Menurut Soenarto Soerodibroto,  yang 
menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah 
membubuhkan stempel tanda tangannya. 
Sedangkan perbuatan memalsu (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah 
dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang 
berakibat sebagaian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat 
semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar 
ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan 
mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah 
terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat. 
Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi 
terhadap sebagaian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat. 
Misalnya, pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, 
diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun. 
Menurut Soenarto Soerodibroto, menyatakan bahwa barangsiapa dibawah 
suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan 
persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. 
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Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, 
adalah bahwa surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, 
belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau 
seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan 
dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang 
demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini 
dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini, 
terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan 
perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang 
sebagaian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. 
Surat yang demikian disebut dengan surat palsu.   
Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas 
pada 4 macam surat, yakni: 
1. surat yang dapat menimbulkan suatu hak; 
2. surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan; 
3. surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang; 
4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.5 
Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada ayat 1, yakni dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu 
                                                          
5 Adami Chasawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan (Rajawali Pers, Jakarta), h. 98-102. 
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itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud demikian sudah harus ada 
sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada 
unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna: 
(1) adanya orang-orang terpedaya dengan menggunakan surat surat demikian, 
dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang. 
Unsur lain  dalam pemalsuan surat dalam ayat 1, ialah jika pemakaian surat 
palsu atau surat dipalsu dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul 
tidak perlu diinginkan/dimaksudkan petindak. Unsur ini mengandung pengertian: 
(1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini tercantum pada kata “jika” dalam 
kalimat/unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, 
maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini tercantum pada kata 
“dapat”. 
Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, 
tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Menurut Soenarto 
Soerodibroto, yang menyatakan “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu 
kemungkinan timbulnya kerugin ini”. 
Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya 
kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai. 
Berdasarkan akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada 
umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. 
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Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian 
surat palsu atau surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku 
bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan 
kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan. 
Menurut Arrest HR, menyatakan kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian 
yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian dibidang kekayaan, 
namun dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarnya 
pengawasan, menutup-nutupi penggelapan yang terjadi, atau seperti pemakaian 
SIM palsu yang dapat merugikan dalam hal kemungkinan yang lebih besar untuk 
terjadinya kecelakaan. Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsu surat tidaklah dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh 
petindak dari perbuatannya itu. 
Ayat 2 juga terdapat unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsu yang 
dapat menimbulkan kerugian. Walaupun perihal unsur ini baik pada ayat 1 
maupun ayat 2 mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan. 
Perbedaannya adalah, pada ayat 1 kemungkinan timbulnya kerugian itu adalah 
akibat dari pemakaian surat palsu atau dipalsu, dan pemakaian surat itu belum 




Pada ayat 2, kerugian yang mungkin terjadi akibat pemakaian surat palsu atau 
surat dipalsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi 
kerugian itu tidak perlu nyata-nyata telah timbul. 
Pada ayat 1 kehendak ditujukan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan 
memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedang pada ayat 2 
perbuatan yang dilarang adalah memakai. 
Unsur perbuatan pada ayat 2 dirumuskan dalam bentuk abstrak yang dalam 
kejadian nyata memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, 
menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain 
sebagainya. Wujud-wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidana telah 
melakukan kejahatan. 
Kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat dengan kejahatan memakai 
surat palsu atau surat dipalsu, maka hal yang demikian dapat menimbulkan 
pelanggaran ayat 1 dan pe;anggaran ayat 2 dapat dilakukan oleh orang yang 
sama. Hal yang demikian telah terjadi perbarengan perbuatan. 
Unsur kesalahan pada ayat 2 yakni dengan sengaja. Dalam hal ini kesengajaan 
meliputi baik pada perbuatan memakain surat palsu atau surat di palsu, seolah-




Artinya ialah, (1) petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai, (2) 
ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat 
di palsu, (3) ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-
olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan (4) ia sadar atau mengetahui 
bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan 
yang demikian itu harus dibuktikan.6 
B. Badan kepegawaian Negara dan Pegawai Negeri Sipil  
1. Badan Kepegegawaian Negara 
Badan kepegawaian negara, disingkat BKN, adalah lembaga pemerintah non 
kementerian indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
manajemen kepegawaian negara.7 Badan kepegawaian negara memiliki tugas dan 
fungsi, yaitu : 
a. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen 
kepegawaian; 
                                                          
6 Adami Chasawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan (Rajawali Pers, Jakarta), h. 104-107. 
 
7 Badan Kepegawaian Negara.  http://www.bkn.go.id/. (Diakses 04 februari 2017) 
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2) Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta   
status dan kedudukan hukum pegawai negeri sipil; 
3) Penyelenggaraan administrasi pensiun, pejabat negara dan mantan 
pejabat negara; 
4) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian; 
5) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
manajemen kepegawaian; 
6) Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi pegawai 
negeri sipil; 
7) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen pegawai negeri 
sipil; 
8) Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian; 
9) Pelaksanaan bantuan hukum; 
10) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen 
kepegawaian; 
11) Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan BKN; dan 
12) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.8 
 
2. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Negara 
                                                          




Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan presiden susunan organisasi 
badan kepegawaiann negara terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Wakil kepala; 
c. Sekretariat utama; 
d. Deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian; 
e. Deputi bidang mutasi Kepegawaian; 
f. Deputi bidang sistem informasi kepegawaian; dan 
g. Deputi bidang pengawasan dan pengendalian.9 
 
3. Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai negeri adalah setiap warga negara republik indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 
Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 
                                                          
9 Presiden RI, Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 
Kepegawaian Negara,(Ditetapkan Jakarta, 30 juli 2013),hl. 2-3. 
 
10
 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004),hl. 51. 
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tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan 
pemberhentian. Pegawai negeri terdiri dari: 
a. Pegawai negeri sipil; 
b. Anggota tentara nasional republik indonesia; 
c. Anggota kepolisian negara republik indonesia.11 
  Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negara 
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat negara terdiri dari: 
a. Presiden dan wakil presiden; 
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota majelis  permusyawaratan rakyat; 
a. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat; 
c. Ketua, wakil ketua. Ketua muda, hakim agung pada mahkama agung,           
serta ketua, wakil ketua, dan hakimpada semua badan pengadilan; 
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pertimbangan agung; 
e. Ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan; 
f. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri; 
g. Kepala perwakilan republik indonesia di luar negeri yang berkedudukan 
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 
                                                          
11 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-UndangPokok-pokok Kepegawaian 
(Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004),hl. 52. 
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h. Gubernur dan wakil gubernur; 
i. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan; 
j. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.12 
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
  Dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok-
kepegawaian pasal 17, yaitu: 
a. Pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; 
b. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan 
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi 
kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu  serta syarat 
objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau 
golongan; 
c. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat awal ditetapkan 
berdasarkan tingkat pendidikan formal.13 
  Proses pemberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam undang-undang 
nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pada pasal 23,24, dan 25 
yaitu: 
                                                          
12 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-UndangPokok-pokok Kepegawaian 
(Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004),hl. 54. 
 
13 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-UndangPokok-pokok Kepegawaian 
(Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004),hl. 57. 
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a. Pasal 23:  
1) Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal 
dunia 
2) Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena; 
a) atas permintaan sendiri  
b) mencapai batas usia pensiun 
c) perampingan organisasi pemerintah, dan 
d) tidak cakap jesmani atau rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil 
3) Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena; 
a) melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji 
jabatan selain pelanggaran sumpah/janji jabatan karena tidak 
setia pada pancasila, undang undang dasar 1945, negara dan 
pemerintah; atau 
b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
karena melaksanakan tindak pidana kejahatan yang ancaman 
hukumannya kurang dari 4 (empat tahun).  
4) Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena; 
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a) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan huku yang tetap karena melakukan 
tindak pidana kejahatan yang ancamannya 4 (empat) tahun atau 
lebih; atau 
b) melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipiltingkat 
berat. 
5) Pegawai negeri sipil diberhentikantidak dengan hormat karena; 
a) melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipildan 
sumpah/jabatan karena tidak setia kepada pancasila, undang 
undang dasar 1945, negara dan pemerintah 
b) melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, pancasila, 
undang undang dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang 
menentang negara, dan pemerintah; atau 
c) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak 
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 
b. Pasal 24: 
Pegawai negeri sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib 
karena di sangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
dikenakan pemberhentian sementara. 
c. Pasal 25: 
1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil 
dilakukan oleh presiden. 
2) Untuk meperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 
pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian 
wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 
3) Pengangjatan, pemindahan, dan pemberhentian jaksa agung, pimpinan 
lembaga pemerintah non departemen, sekertaris jendral lembaga 
tertinggi/tinggi negara, sekertaris jendral departemen, direktur jendral, 
inspektur jendral dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh presiden.14 
 
 
5. Penggunaan Ijazah Palsu 
Dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara yang dimaksud dengan: 
                                                          
14 Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-UndangPokok-pokok Kepegawaian 
(Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004),hl. 59-60. 
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a. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
b. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan 
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan 
setelah lulus ujian. 
c. Blangko ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai ijazah. 
d. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 
e. Tindakan administratif adalah tindakan yang diberikan kepada calon 
PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS. 
Peraturan kepala badan kepegawaian negara menetapkan adapun kriteria 
ijazah palsu dan penentuan keaslian ijazah, yaitu: 
a. Kriteria ijazah palsu 
1) Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah. 
2) Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut: 
a) Blangko ijazahnya palsu; 
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b) Blangko ijazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, 
tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk 
menandatangani ijazah; 
c) Blangko ijazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk 
menandatangani ijazah, tetapi sebagaian maupun seluruh 
isinya tidak benar; dan/atau 
d) Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pendidikan. 
b. Penentuan keaslian ijazah 
Pejabat yang berwenang mementukan keaslian ijazah, diatur sebagai 
berikut: 
1) Di lingkungan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, yaitu: 
a) Pimpinan perguruan tinggi negeri, bagi ijazah yang 
dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri; dan 
b) Ketua kordinator perguruan tinggi swasta (kopertis), bagi 
ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi swasta. 
2) Di lingkungan pemerintah daerah, yaitu kepala dinas pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota, bagi ijazah yang dikeluarkan sekolah dasar, 
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sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau yang 
sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta. 
3) Di lingkungan kementrian agama, yaitu: 
a) Pimpinan perguruan tinggi negeri, bagi ijazah yang 
dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri dilingkungan 
kementrian agama 
b) Ketua kordinator perguruan tinggi agama islam swasta 
(kopertais), bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan 
tinggi agama islam swasta; dan 
c) Kepala kantor wilayah kementrian agama, bagi ijazah yang 
dikeluarkan oleh madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, 
dan madrasah aliyah atau yang sederajat, baik madrasah negeri 
maupun swasta. 
4) Di lingkungan kementrian kesehatan, yaitu kepala badan 
pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, bagi ijazah yang 
dikeluarkan oleh sekolah-sekolah kesehatan atau yang sejenis, baik 
negeri maupun swasta. 
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5) Di lingkungan instansi pemerintah lainnya, yaitu menteri/pejabat lain 
yang ditunjuk, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga 
pendidikan instansi yang bersangkutan.15 
6. Bentuk Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin 
a. Penggunaan ijazah palsu untuk melamar menjadi calon PNS/PNS 
1) Setiap warga negara indonesia yang melamar menjadi 
PNS/PNS harus menggunakan ijazah sesuai peraturan 
perundang undangan. 
2) Calon PNS/PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu 
pada saat melamar menjadi calon PNS/PNS, dikenakan 
tindakan administratif  
3) Penggunaan ijazah palsu untuk kenaikan pangkat 
4) Setiap PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat, harus 
menggunakan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan 
5) PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu untuk proses 
kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada poin 
sebelumnya, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS 
b. Penggunaan ijazah palsu untuk kepentingan karier dan jabatan 
                                                          
15 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara nomor 25 tahun 2015 tentang, Tindakan 
Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu 
(Ditetapkan di jakarta 1 juli 2015),hl. 2-3. 
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1) Setiap PNS harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan 
perundang-undangan, dalam pembinaan karier dan jabatannya. 
2) PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu dalam proses 
pengangkatan jabatan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS 
c. Penggunaan ijazah palsu bukan untuk kepentingan karier dan jabatan 
1) PNS menggunakan ijazah palsu bukan untuk kepentingan 
karier dan jabatannya, dijatuhi hukuman disiplin sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada poin 
sebelumnya, berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau 
berat.16 
1. Ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara 
a. Ketentuan mengenai tindakan administratif dan hukuman disiplin yang 
dijatuhkan terhadap calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu 
sebagaimana diatur dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara 
ini, tidak mengesampingkan berlakunya ketentuan pidana. 
                                                          
16 Badan Kepegawaian Negara,Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 
Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Menggunakan Ijazah Palsu. (Disahkan, Jakarta 1 Juli 2015),h.3-4. 
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b. Keaslian dan keabsahan ijazah yang diperoleh dari pendidikan diluar 
negeri ditetapkan oleh kementrian riset, teknologi, dan pendidikan 
tinggi  
atau kementerian pendidikan dan kebudayaan. 
2. Pengawasan Badan Kepegawaian Negara 
Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi pengawasan sebagai berikut: 
a. Badan Kepegawaian Negara berperang aktif melakukan pengawasan 
terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pelaksanaan dan pembinaan 
menejemen Aparatur Sipil Negara; 
b. Dalam melakuan pengawasan sebagaimana dimaksud berkoordinasi 
dengan kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, kementrian  
pendidikan dan kebudayaan, kementian agama, kementian kesehatan, 
kepolisian RI, intansi pemerintah daerah, dan intansi pemerintah 
lainnya.17 
C. Pemalsuan Dalam Hukum Islam 
  Hukum Islam (Fikih Islam atau Syari’at Islam) adalah hasil daya upaya para 
fuqaha dalam menerapkan syari;at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Al-
Qur’an dan As-Sunnah melengkapi sebagian besar hukum Islam dalam bidang 
                                                          
 
17
 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara nomor 25 tahun 2015 tentang, Tindakan 
Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu 
(Ditetapkan di jakarta 1 juli 2015),hl. 2-3. 
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fikih. Kemudian para sahabat dan tabi’in menambahkan atas hukum-hukum itu, 
aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah kita katakan bahwa 
syari’at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat 
diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi 
masyarakat dan masa.18  
1. Jinayah dan Jarimah 
Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan  yang mengganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah 
ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut 
terbatas pada perbuatan yang dilarang. 
Adapun Fikih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman 
atas dalil yang terperinci. Ahmad wardi  Muslich bahwa Fikih Jinayah adalah 
ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan manusia 
yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil 
terperinci.19 
                                                          
18 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (PT. Pusataka Rizki 
Putra, Semarang), h. 21. 
 
19 Hamzah Hazan, Hukum Pidana Islam (Copyright@penulis 2014,  Alauddin University 




Sedangkan Jarimah adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
bagi orang lain atau masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, 
harta benda, kemanan, tata aturan masyarakat, nama baik, atau kehormatan, 
perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi 
keberadaannya. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat (jarimah), 
karena dampak dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik 
dalam bentuk anggota badan, jiwa atau herta benda maupun gangguan 
ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.20 
2. Pemalsuan Surat dalam Islam 
 Hukum Pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu 
persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga 
golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman 
had, golongan kisas dan diyat yaitu golongan yang diancam hukuman kisas dan 
diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam hukuman takzir.21 
 Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan 
kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, Yakni jarimah 
Pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian jarimah 
pemalsuan tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana 
                                                          
20 Hamzah Hazan, Hukum Pidana Islam (Copyright@penulis 2014,  Alauddin University 
Press), h. 8. 
 
21 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), 
cet 7, h. 48. 
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pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan 
dalam perbuatan yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya 
objek, di mana objek tersebut dapat berupa tanda tangan, suratnya, stempel baitul 
mal atau al-Qur’an. Biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan 
pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surta tersebut. 
 Di dalam hukum Islam belum ada pembahsan secara jelas dan khusus 
mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah 
pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan 
surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan 
kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis 
maupun hukumannya tidak disebutkan didalam nash syara’ secara jelas.22   
 Didalam al-Qur’an diterangkan mengenai suatu pekerjaan yang tidak 
melampaui batas, yaitu dalam QS Huud/11 : 111-112, yang berbunyi:  
                                
                
 
                                                          
22 Dwi Cahyo Nugroho, “Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang 
Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), h. 24-25. 
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      Terjemahnya: 
Sesungguhnya kepada masing-masing (mereka yang berselisih itu) pasti Tuhanmu 
akan menyempurnakan dengan cukup, (balasan) pekerjaan mereka. Sesungguhnya 
Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan 
yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah 
taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.23 
 
Ayat ini menjelaskan, sebagaiamana umatmu, wahai Muhammad, berselisih 
menyangkut al-Qur’an, demikian juga halnya dengan nabi-nabi yang lalu. Kami 
tegaskan sekali lagi kepadamu bahwa dan sesungguhnya kami telah 
menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentangnya, 
yakni tentang kitab itu oleh kaumnya sehingga ada yang mempercayainya ada 
juga yang menolaknya. Yang menolaknyapun bermaca- macam golongannya dan 
saling mempersalahkan dengan mengikuti hawa nafsu masing-masing. Dan 
seandainya tidak ada kalimat yakni ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu 
yaitu menunda siksa hingga datangnya Kiamat niscaya dijatuhkanlah putusan di 
antara mereka beberapa keselamatan dan kebahagiaan bagi yang membenarkan 
dan kebinasaan bagi yang kafir dan menolak Kitab tersebut. Dan sesungguhnya 
mereka, yakni yang mewarisi Kitab Taurat itu atau orang-orang kafir Mekah 
berada dalam keraguan terhadapnya, yakni terhadap taurat atau al-Qur’an lagi 
kebimbangan dan menggelisahkan.  
 
                                                          





 Jika keadaan mereka yang memperselisihkan kitab suci seperti dikemukakan 
di atas, maka konsistenlah, yakni bersungguh-sungguhlah memelihara, 
mempercayai, mengamalkan, serta mengajarkan tuntunan-tuntunanNya, wahai 
Muhammad, baik yang menyangkut dirimu secara pribadi maupun 
penyampaiannya kepada masyarakat tanpa menghiraukan gangguan dan kecaman 
orang lain sebagaimana hal tersebut telah diperintahkan kepadamu dalam ayat 
ayat yang lau yang turun sebelum ayat ini dan juga hendaklah melakukan hal 
serupa orang yang telah taubat dari kemusyrikan dan beriman kepada Allah swt, 
yakni mereka yang berada dalam satu kelompok orang-orang beriman 
bersamamu.24 
 Juga diterangkan dalam al-Qur’an tentang sifat orang  munafik , pada QS Al-
Baqarah/2 : 9, yang bebunyi:  
                    
Terjemahnya: 
Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah 
menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.25 
 
 
                                                          
24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera hati, 2002), hl. 357-359. 
 




 Dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan 
mengira telah menipu Allah, karena mereka ragu bahwa Allah mengetahui rahasia 
mereka. Padahal sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan 
yang tampak, sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri. Sebab, 
cepat atau lambat, mereka akan merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu. 
Maka, barangsiapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh 
padahal tidak demikian kenyataannya berarti ia telah menipu diri sendiri.26 
 Nifak berarti menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifak 
ini ada beberapa macam. Pertama, nifak i’tiqadi (keyakinan), yang mengekalkan 
pelakunya dalam neraka. Kedua, nifak amali (perbuatan), ia merupakan salah satu 
dosa besar. Penjelasan secara rinci dalam masalah ini akan dikemukakan pada 
pembahasan khusus, Insya Allah. 
 Yang demikian itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Juraij bahwa orang 
munafik itu senantiasa tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya, antara yang 
tersembunyi dan yang nyata serta antara zhahir dan batinnya. Sesungguhnya, 
berbagai sifat orang-orang munafik terdapat dalam surat-surat yang diturunkan di 
Madinah, karena di Makkah tidak terdapat kemunafikan. Justru sebaliknya, di 
antara penduduk di sana ada orang.yang menampakkan kekafiran karena terpaksa, 
padahal secara batin ia-tetap beriman. 
                                                          
26
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera hati, 2002), hl. 133. 
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Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana terdapat kaum Anshar yang 
terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj yang pada masa jahiliyah mereka beribadah 
kepada berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Arab. Di sana juga 
terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab yang menempuh jalan 
para pendahulu mereka, dan mereka terdiri dari tiga kabilah: Bani Qainuqa’, yang 
merupakan sekutu kabilah Khazraj, Bani Nadhir, dan Bani Quraidzah, sekutu 
kabilah Aus. 
Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beberapa orang dari kaum Anshar masuk 
Islam, baik dari kabilah Aus maupun Khazraj. Tetapi sedikit sekali dari orang-
orang Yahudi yang masuk Islam, kecuali Abdullah bin Salam. Pada saat itu belum 
ada kemunafikan, karena orang-orang mukmin belum mempunyai kekuatan yang 
ditakuti pihak lain, bahkan Nabi saw. berdamai dengan orang-orang Yahudi dan 
beberapa kabilah setempat yang ada di sekitar Madinah. 
Setelah terjadi peristiwa perang Badar dan Allah telah memperlihatkan 
kalimat-Nya serta memuliakan Islam dan para pemeluknya, barulah ada orang-
orang yang masuk Islam, padahal hati mereka masih kafir. Di antaranya Abdullah 
bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang tokoh di Madinah yang berasal dari 
kabilah Khazraj. Dan dia adalah salah satu pemimpin kabilah Aus dan Khazraj 




Kemudian kebaikan Islam datang pada mereka, lalu mereka masuk Islam 
sehingga keinginan mereka mengangkatnya sebagai pemimpin terlupakan. 
Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpan dendam terhadap Islam dan para 
pemeluknya. Dan setelah perang Badar usai, Abdullah bin Ubay mengatakan: “ini 
suatu hal yang telah mencapai sasaran”. Kemudian ia memperlihatkan diri 
masuk Islam “(Lalu masuk Islam pula beberapa orang yang mengikuti 
jejaknya)”. Demikian juga beberapa orang dari kalangan Ahlul Kitab. Semenjak 
kejadian itu, muncullah kemunafikan di tengah-tengah penduduk Madinah dan 
orang-orang yang berada disekitarnya. 
Sedangkan kaum Muhajirin tidak ada seorang pun yang munafik, karena tidak 
ada di antara mereka yang berhijrah secara terpaksa. Mereka melakukan atas 
kemauan sendiri, dan rela meninggalkan harta, anak-anak dan kampung halaman 
demi mengaharapkan apa yang ada di sisi Allah di negeri akhirat.27 
 
 
                                                          
27
 https://alquranmulia.wordpress.com/2015/02/04/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-8-







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif lapangan. Penulis juga menggunakan penelitian deskriptif 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan 
akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi 
penelitian yang digunakan penulis di sini adalah kantor Badan Kepegawaian 
Negara Regional IV Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum 
positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library 
research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada 
peraturan perundang-undangan dan penetapanya. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder : 
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
lapangan, dengan cara intrview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan 
dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian 
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untuk menperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber data tersebut dicatat 
melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, 
pengambilan foto, atau film. 
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui library reseacrh, dengan jelas menelaah peraturan 
perundang-undangan terkait, jurnal ilmia, tulisan makalah, dokumen atau 
arsip, dan bahan lain dalam bentuk  tertulis yang ada relevansinya dengan 
judul skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa metode dalam 
pengumpulan data,  yaitu : 
a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang membicarakan 
jawaban atas  pertanyaan itu1. Wawancara yang dilakukan oleh penulis 
adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan 
wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar 
                                                          
1Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung : PT Remeja Rosdakarya, 





pertanyaan yang ditnyakan oleh penulis kepada informannya untuk 
menperoleh data yang lebih lengkap. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika 
anak di bawah umur. 
b. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang 
wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang desengaja untuk 
menpengaruhi, mengatur, atau memanipulasi.2 
c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau 
data-data yang bersangkutan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kulitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun 
alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti  adalah:  
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk menperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan alat tulis, alat ini baerfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dari sumber data. 
                                                          
2 S.Nasution, Metode Research ( Jakarta: PT.Bumi Aksara,2006), h. 106. 
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c. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informanya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 
1) Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkatagorikan data yang 
dihasilkan oleh penelitian. 
2) Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana 
data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
3) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  melakukan 
penelitian kepustakaan maupuan penelitian lapangan dengan pokok 
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada 
setiap data tersebut. 
4) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk 
mengetahui relevansi (hububungan) dan keabsaan data didekripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. 
b. Analisis data 
Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan 





adalah analisis data kulitatif. Analisis data kualiatif adalah upaya yang 
dilakuka dengan jalan mengumpulkan memilah, mengklasifikasi, dan 
mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar 
sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Dalam hal ini penulis memakai beberapa teknik dalam pengujian dan 
keabsahan data,yaitu antara lain : 
a. Perpanjangan Keikutsetraan 
Penulis akan membutuhkan waktu yang panjang dalam hal ini peneliti 
tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai. 
b. Triangulasi 
Triangulasi adalah tekni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembandingan terhadap data itu. 
c. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi 
Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang 
diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi trsebut bisa dijadikan 




Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan 
bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Jarak Tempuh Ke Kantor BKN Regional IV Makassar 
 Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar berlokasi di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, kecamatan Biringkanaya, Jalan 
Paccerakkang nomor 3 (tiga) daya. Jarak tempuh 11,0 km 25 menit dari Bandara 
Udara Sultan Hasanuddin jalan Airport nomor 1, Baji Mangngai, kecamatan 
Makassar, Sulawesi, Sulawesi Selatan 90552, Indonesia,  yang rute perjalanannya 
bermula dari Bandara Sultan Hasanuddin . Kemudian belok kiri ke jalan Poros Barru-
Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Poros Makassar Maros menempuh jarak 5,4 
kilo meter, belok kiri ke Jalan Paccerakkang menempuh jarak 2,4 kilometer.  
Jarak tempuh 19,2 km 34 menit dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar 
Jalan Nusantara nomor 378, Butung, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90173, 
indonesia, yang rute perjalanannya bermula dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. 
Kemudian belok kiri ke Jalan Nusantara/Jalan Nusantara baru menempuh jarak 900 
meter, belok kanan menuju Jalan Tol Reformasi menempuh jarak 130 meter, terus ke 
Jalan Tol Reformasi menempuh jarak 2,5 km, ambil jalan keluar menuju Jalan Tol 
Insinyur Sutami menempuh jarak 800 meter, terus ke Jalan Tol Insinyur Sutami 
menempuh jarak 5,3 km, keluar ke jalan Insinyur Sutami menempuh jarak 1,2 km, 
belok tajam ke kanan untuk tetap di Jalan Insinyur Sutami menempuh jarak 1,0 km, 
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belok sedikit ke kiri menuju Jalan Kapasa Raya menempuh jarak 4,6 km, terus ke 
Jalan Paccerakkang menempuh jarak 2,4 km. 
2. Sejarah Kantor BKN Regional IV Makassar 
Lembaga yang mengurusi Kepegawaian dahulu bernama Kantor Urusan 
Pegawai (KUP), kemudian pada tahun 1972 berganti nama menjadi Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan berdasarkan Undang-Undang no 43 
Tahun 1999 menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN).  
Kantor Regional IV Makassar dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala 
BAKN Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1994. Nama Kantor Wilayah (Kanwil) 
dirubah menjadi Kantor Regional (Kanreg) pada tanggal 18 Januari 2000 melalui 
















3. Struktur Organisasi Kantor BKN Regional IV Makassar 
Adapun struktur organisasi Kantor BKN Regional IV Makassar, yaitu: 
 
 
4. Wilayah Kerja Kantor BKN Regional IV Makassar 
Wilayah kerja kantor badan kepegawaian negara regional IV makassar 
meliputi, sebagai berikut: 
a. Provinsi sulawesi selatan 
1) Kabupaten Bantaeng 
2) Kabupaten Barru 
3) Kabupaten Bone 
4) Kabupaten Bulukumba 
5) Kabupaten Enrekang 
6) Kabupaten gowa sunggu 
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7) Kabupaten jenneponto 
8) Kabupaten kepulauan selayar 
9) Kabupaten luwu 
10) Kabupaten Luwu Timur 
11) Kabupaten Luwu Utara 
12) Kabupaten Maros 
13) Kabupaten pangkajene dan Kepulauan 
14) Kabupaten Pinrang 
15) Kabupaten Sidenreng Rappang 
16) Kabupaten Sinjai 
17) Kabupaten Soppeng 
18) Kabupaten Takalar 
19) Kabupaten Tana Toraja 
20) Kabupaten Toraja utara 
21) Kabupaten Wajo 
22) Kota Makassar 
23) Kota Palopo 
24) Kota Pare-Pare 
b. Provinsi Sulawesi Barat 
1) Kabupaten Majene 
2) Kabupaten Mamasa 





4) Kabupaten Mamuju Utara 
5) Kabupaten Polewali Mandar 
c. Provinsi Sulawesi Tengah 
1) Kabupaten Banggai 
2) Kabupaten Banggai Kepulauan 
3) Kabupaten Buol 
4) Kabupaten Donggala 
5) Kabupaten Morowali 
6) Kabupate Parigi Moutong 
7) Kabupaten Poso 
8) Kabupaten Tojo Una-Una 
9) Kabupaten Toli-Toli 
10) Kabupaten Sigi 
11) Kota Palu 
d. Provinsi Sulawesi Tenggara 
1) Kabupaten Bombana 
2) Kabupaten Buton 
3) Kabupaten Buton Utara 
4) Kabupaten Kolaka 
5) Kabupaten Kolaka Utara 
6) Kabupaten Konawe 
7) Kabupaten Konawe Utara 
54 
 
8) Kabupaten Konawe Selatan 
9) Kabupaten Muna 
10) Kabupaten Wakatobi 
11) Kota Bau-Bau 
12) Kota kendari 
e. Provinsi Maluku 
1) Kabupaten Buru 
2) Kabupaten Buru Selatan 
3) Kabupaten Kepulauan Aru 
4) Kabupaten Maluku Barat Daya 
5) Kabupaten Maluku Tengah 
6) Kabupaten Maluku Tenggara 
7) Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
8) Kabupaten Seram Bagian Barat 
9) Kabupaten Seram Bagian Timur 
10) Kota Ambon 




                                                          
1
Humas BKN Regional IV.http://118.97.48.2/kanreg04/in/peta-situs.html. (Diakses 10 





5. Hasil Wawancara 
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat 
baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh 
data teruji validitas dan relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara 
dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut : 
1. Apa pendapat Bapak Nur Hari Toko tentang Badan Kepegawaian Negara ? 
Jawaban: 
Ada pada profil Badan Kepegewaian Negara. 
2. Bagaimana menurutBapak Nur Hari Toko peran dan fungsi Badan 
Kepegawaian Negara pada umumnya ? 
 Jawaban:  
Ada pada profil Badan kepegawaian Negara. 
3. Bagaimana pandangan Bapak Nur Hari Toko hubungan antara Badan 
Bepegawaian Kegara dengan  Pegawai Negeri Sipil ? 
 Jawaban:  
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Menurut Bapak Nur Hari Toko, Badan Kepegawaian Negara 
sebagai pelakasana, pengawas dan pembina kegiatan Kepegawaian 
yang sedang dijalankan oleh Pegawai negeri Sipil. 
4. MenurutBapak Rajab Abdullah apa saja praktek Perundang-Undangan 
tentang Kepegawaian yang mengatur Pegawai Negeri Sipil ? 
Jawaban : 
Menurut Bapak Rajab Abdullah, praktek perundang- undangan 
tentang Kepegawaian yang mengatur Pegawai Negeri Sipil adalah 
sebagai berikut: 
1) Badan Kepegawaian Negara,Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015; 
2) Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 
2014 tetntang, Aparatur Sipil Negara; 
3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 
4) Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 58 





5) Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 tahun 1974, dalam Undang-Undang 
Pokok-pokok Kepegawaian; 
5. Bagaimana pendapatIbu Dewi Rezkianatentang maraknya kasus Pegawai 
Negeri Sipil ijazah palsu ? 
Jawaban:  
Menurut  Ibu Dewi Rezkiana, adanya indikasi penggunaan 
Ijazah palsu oleh Pegawai Negeri Sipil menjadi peran setiap bidang  
Kepegawaian agar lebih memperketat proses pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil. 
6. Menurut Bapak Rajab Abdullah bagaimana Peran Badan Kepegawaian 
Negara jika mendapati Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu 
? 
 Jawaban: 
Menurut Bapak Rajab Abdullah peranan Badang Kepegawaian 




7. Menurut Bapak Rajab Abdullah bagaiaman cara Badan Kepegawaian 
Negara menentukan keabsahan ijazah ? 
Jawaban:  
Menurut Bapak Rajab Abdullah penentuan keabsahan ijazah 
tidak oleh Badan Kepegawaian Negara namun hanya menjalankan 
fungsi pengawasan terhadap indikasi PNS yang menggunakan ijazah 
palsu. Kemudian berkoordinasi dengan kementrian riset, teknologi dan 
pendidikan tinggi, kementrian  pendidikan dan kebudayaan, kementian 
agama, kementian kesehatan, kepolisian RI, intansi pemerintah daerah, 
dan intansi pemerintah lainnya. 
8. Menurut Bapak Rajab Abdullahapa sangksi terhadap Pegawai Negeri Sipil 
yang kedapatan menggunakan ijazah palsu ? 
Jawaban: 
Menurut Bapak Rajab Abdullah adanya PNS kedapatan 
menggunakan ijasah palsu dalam proses kenaikan pangkat, jabatan, 
dan lain lain akan dijatuhkan sangksi administratif , hukuman disiplin, 
dan pemberhentian diproses berdasarkan peraturan perundang- 






9. MenurutIbu Dewi Rezkiana kenapa Pegawai Negeri Sipil memalsu ijazah ? 
Jawaban:  
Menurut Ibu Dewi Rezkiana, kembali pada individu setiap 
Pegawai Negeri Sipil. 
10. Menurut Ibu Dewi Rezkiana Faktor apa saja yang mendasari Pegawai 
Negeri Sipil menggunakan ijazah palsu ? 
Jawaban: 
MenurutIbu Dewi Rezkiana, kembali pada individu setiap 
Pegawai Negeri Sipil  
11.Menurut Ibu Nurani Yahya bagaimanakah bentuk-bentuk penggunaan 
ijazah palsu ? 
Jawaban: 
Menurut Ibu Nurani Yahya, Bentuk penggunaaan ijazah palsu 
telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara 
Nomor 25 tahun 2015, yaitu: 




2) Penggunaan ijazah palsu untuk kepentingan karier dan 
jabatan; 
3) Penggunaan ijazah palsu bukan untuk kepentingan 
karier dan jabatan. 
12.Menurut Ibu Nurani Yahyabagaimana pelaksanaan kegiatan Kepegawaian 
dimakassar ? 
Jawaban: 
Menurut Ibu Nurani Yahya, pelaksanaan kegiatan 
Kepegawaian ada pada website resmi BKN Regional IV Makassar. 
13. Contoh kasus Pegawai Negeri Sipil pengguna ijazah palsu ? 
Jawaban:  
Rahasia Instansi 
14. Menurut Bapak Rajabbagaimana pertimbangan secara hukum Badan 
Kepegawaian Negara dalam mengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri 
Sipil pengguna ijazah palsu ? 
Jawaban: 
 Menurut Bapak Rajab, pertimbangan PNS pengguna ijazah 





dan dijatuhi pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 
15. MenurutBapak Hari Toko maraknya Pegawai Negeri Sipil yang tidak 
disiplin. Apa yang melatar belakangi ? 
Jawaban: 
Menurut Bapak Hari Toko, yang melatar belakangi PNS 
menggunakan ijazah palsu dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 
1) CalonPNS/PNS yang menginginkan dengan instan 
memperoleh ijazah untuk kepentingan kariernya; 
2) CalonPNS/PNS kurang terlalu paham terhadap fungsi 
pengawasan yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian 
Negara bersama dengan Aparatur Sipil Negara; 
3) Maraknyaperdagangan ijazah palsu oleh opnum 
instansi pendidikan negeri maupun swasta. 
16. Menurut Bapak Rajab Abdullahbagaimana upaya-upaya pembinaan Badan 
Kepegawaian Negara mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin ? 
 Jawaban: 
Menurut Bapak Rajab Abdullah, adapun upaya-upaya Badan 
Kepegawaian Negara untuk Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 
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1) Semakin diperketatnya aturan pelaksanaan kegiatan 
Kepegawaian  
2) Pemberian teguran secara tertulis maupun tidak tertulis 
kepada PNS yang tidak disiplin 
3) Melakukan sosialisasi kepada seluruh bidang 
Kepegawaian terhadap sangksi hukuman disiplin yang 
dijatuhkan mengenai penggunaaan ijazah palsu. 
B. Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara 
1. Aparatur Sipil Negara 
Aparatur sispil negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri 
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah.Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-udangan. 
Pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai 
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya dsingkat PPPK adalah warga 





perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan.  
Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan aparatur sipil negara 
untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai 
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme.2 
2. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur 
Sipil Negara 
a. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara 
berdasarkan pada asas: 







8) Efektif dan Efisien; 
9) Keterbukaan; 
10) Nondiskriminatif 
                                                          
2 Presiden Republik Indonesia. Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 
tetntang, Aparatur Sipil Negara, (Memutuskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Presiden Republik Indonesia),hl. 2. 
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11) Persatuan dan Kesatuan; 
12) Keadilan dan Kesetaraan; dan 
13) Kesejahteraan. 
b. Aparatur sipil negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip 
sebagai berikut: 
1) Nilai Dasar; 
2) Kode etik dan Kode Perilaku; 
3) Komitmen, Integrasi Moral, dan Tanggung Jawab pada 
Pelayanan Publik; 
4) Kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas; 
5) Kualifikasi Akademik; 
6) Jaminan perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas; dan 
7) Profesionalitas Jabatan. 
c. Nilai dasar sebagaimana yang dimaksud meliputi: 
1) Memegang teguh nilai dasar Pancasila; 
2) Setia dan mempertahankan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun1945 serta Pemerintahan yang sah; 
3) Mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia; 
4) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
5) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 
6) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 





8) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 
publik; 
9) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 
program pemerintah; 
10) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 
cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 
11) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 
12) Menghargai Komunikasi, Konsultasi, dan Kerja Sama; 
13) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 
Pegawai; 
14) Mendorong Kesetaraan dalam Pekerjaan; dan 
15) Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis 
sebagai perangkat sistem karier. 
d. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai 
aparatur sipil negara: 
1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan 
berintegritas tinggi; 
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 




5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 
pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 
pemerintahan; 
6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 
7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; 
8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 
menjalankan tugasnya; 
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 
kepentingan kedinasan; 
10) Tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari 
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang 
lain; 
11) Memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu 
menjaga reputasi dan itegritas aparatur sipil negara; dan  
12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 







3. Fungsi, Tugas, Dan peran Aparatur Sipil Negara 
a. Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai: 
1) Pelaksana kebijakan publik; 
2) Pelayan publik; dan 
3) Perekat dan pemersatu bangsa. 
b. Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas: 
1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat 
pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan 
berkualitas; dan 
3) Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik 
indonesia 
c. Peran Aparatur Sipil Negara 
Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, 
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan 
publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.3 
                                                          
3
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 
tetntang, Aparatur Sipil Negara, (Memutuskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Presiden Republik Indonesia),hl. 3-6. 
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C. Pertimbangan Badan Kepegawaian Negaraterhadap Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil  
 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali tentang ketentuan tentang disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
1. Hukuman Disiplin 
a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin. 
b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar pasal 3 
dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun dijatuhi hukuman 
disiplin. 
c. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin hukuman disiplin 
Contoh:  
 Sdr. Sukoco pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruangII/d, diduga 
telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang 
bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal 





berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan berhentikan 
sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan 
wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang 
bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang 
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 
a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 
1) Hukuman disiplin ringan; 
2) Hukuman disiplin sedang; dan 
3) Hukuman disiplin berat. 
b. Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari: 
1) Teguran lisan; 
2) Teguran tertulis; dan 
3) Pernyataan tidak puss secara. 
c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: 
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun; 
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 
3) Penurunan pangkat setingkat lebih renda selama (satu) tahun. 
d. Jenis Hukuman berat terdiri dari: 
1) Penurun pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
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2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah; 
3) Pembebasan dari jabatan 
4) Pemberintan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai sebagai PNS; dan  
5) Pemberentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
3. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian 
Keputusan Hukuman Disiplin 
Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib 
memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.Untuk 
ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang 
ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa. 
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran 
disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin. 
Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti 
dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat 
mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan 
dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan. 
a. Pemanggilan  
1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, secara 





pemeriksaan. Surat panggilan dibuat menurut contoh 
sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-a Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 
3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 
pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa 
tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang 
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 
4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat 
pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus 
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan 
dan diterimanya surat panggilan. 
5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat 
pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, 
maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang 




Sdr. Ariel Syahroni, S.Kom., jabatan fungsional Pranata 
Komputer Pertama, pangkat Penata Muda golongan Iil/b, 
diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk mengetahui 
atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. 
Ariel Syahroni dipanggil oleh atasan langsungnya secara 
tertulis pada tanggal 6 Oktober 2010 hadir dalam pemeriksaan 
pada tanggal 14 Oktober 2010 , tetapi Sdr. Ariel Syahroni tidak 
hadir pada tanggal 14 Oktober 2010, maka pada tanggal 14 
Oktober 2010 atasan langsungnya melakukan pemanggilan 
kedua secara tertulis kepada Sdr. Ariel Syahroni untuk hadir 
dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2010. 
 Apabila pada tanggal 22 Oktober 2010 pemeriksaan 
pemanggilan kedua Sdr. Ariel Syahroni tidak juga hadir, maka 
pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman 
disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan pemeriksaan. 
b. Pemeriksaan 
1) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim 
pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan saksama laporan-
laporan atau bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga 





2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 
secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang 
diperiksa dan pemeriksa. 
3) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang 
kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi 
wewenang Presiden dan PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin yang pemeriksaannya menjadi 
kewenangan PPK atau Gubernur sebagai atasan langsungnya, 
pemeriksaan dilakukan oleh PPK atau Gubernur yang 
bersangkutan. 
Untuk mempercepat pemeriksaaan, PPK atau Gubernur dapat 
memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan 
kekuasannya untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh 
berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dan PNS 
yang diperiksa. Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan, 
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak 
Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian. 
4) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran 




5) Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab 
pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui 
pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya. 
6) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut 
dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 
7) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka 
hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman 
disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada. 
8) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 
merupakan kewenangan: 
a) Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan 
langsung tersebut wajib menjatuhkan disiplin; 
b) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya 
wajib melaporkan secara hierarki disertai acara 
pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman 
disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut 







Sdr. Abdul Durhaman, pangkat pengatur golongan 
ruang II/c fungsional umum, diduga telah melakukan 
pelanggaran disiplin. Setelah diperiksa oleh atasannya 
Kepala Seksi (eleson IV.a), ternyata hukumannya 
berupa hukuman disiplin tingkat sedang. 
Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang 
merupakan kewenangan Kepala Bidang (eleson Ill.a) 
atau pejabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi 
tersebut membuat laporan hasil pemeriksaan kepada 
Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi disertai 
dengan berita acara pemeriksaan. 
Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum 
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Berita 
Acara Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dari 
orang lain. 
c) Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman 
hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat 
yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa yang 
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan 
unsur Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk. 
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d) Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan 
terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi 
anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi 
secara berjenjang. 
e) Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari: 
i. 1 ( satu ) orang Ketua merangkap anggota; 
ii. 1 ( satu ) orang sekertaris merangkap anggota; dan 
iii. Paling kurang 1 ( satu ) orang anggota. 
Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksaan tidak 
boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih 
rendah dari PNS yang diperiksa. 
f) Tim Pemeriksaan bersifat temporer ( Ad Hoc ) yang 
bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap 
suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan 
seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat 
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam A 
Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 
Contoh: 
Sdr. Jayusman, pangkat Penata Muda golongan ruang 
III/a, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, 





Dalam hal demikian, PPK dapat membentuk Tim 
Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, 
inspektorat, biro kepegawaian/BKD, atau pejabat lain 
yang ditunjuk. 
g) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan 
yang lebih lengkap clan dalam upaya menjamin 
obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim 
pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum 
dapat meminta keterangan dari orang lain. 
h) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan 
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat 
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan 
langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai 
dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 
Keputusan pembebasan sementara dari tugas 
jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana 
tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
i) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan 
sebagaimana mestinya, maka selama PNS yang 
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bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan, 
diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH). 
j) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, 
tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian 
sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. 
Contoh: 
Sdr. Dedy Putra, S.E., pangkat Penata Muda Tk. I 
golongan ruang III/b, Jabatan Kepala Seksi (eleson 
IV.a). Yang bersangkutan diduga telah melakukan 
pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa 
hukuman disiplin berat. Dalam Hal demikian, untuk 
memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu 
pejabat struktural eleson Ill,a dapat membebaskan 
sementara Sdr. Dedy Putra, S.E., dari tugas jabatan 
sebagai Kepala Seksi sejak yang bersangkutan 
diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan 
hukuman disiplin. Selama dibebaskan sementara dari 
tugas jabatan sebagai Kepala Seksi, yang bersangkutan 
masih tetap masuk kerja dan menerima penghasilan 
serta tunjangan jabatan. 
k) Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga 





terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara 
dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih 
tinggi atau secara berjenjang. 
l) Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh 
atasan langsung atau Tim Pemerintah dan PNS yang 
diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu 
yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak 
sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu 
diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib 
memperbaikinya. 
m) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia 
menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita 
acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh 
pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita 
acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak 
bersedia tidak bersedia untuk menandatangani berita 
acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan sebagai 
dasar untukmenjatuhkan hukuman disiplin. 
n) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi 
berita acara pemeriksaan. 
o) PNS yang dipekerjaan atau diperbantukan pada 
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
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diduga melakukan pelanggaran disiplin, 
pemeriksaannya dilakukan oleh atasan langsungnya. 
Sedangkan penjatuhan hukumannya tetap menjadi 
kewenangan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri. 
Dalam hal diperlukan, Kepala Perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri dapat meminta kepada PPK 
Kementerian Luar Negeri untuk membentuk Tim 
Pemeriksa.  
4. Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu 
untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 
agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan datang. Juga 
dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. 
Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman 
disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan 
memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau 
menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas 
pelanggaran disiplin tersebut. 
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi 





disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan 
berbeda. 
PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus 
dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara 
berjenjang. 
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum misalnya 
jabatan yang lowongan karena pejabatnya berhalangan tetap, belum diangkat 
pejabat untuk jabatan tersebut, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi, 
maka kewajiban menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi. 
Dalam hal PNS yang dipekerjaan atau diperbantukan di lingkungannya 
akan dijatuhi hukumannya disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, 
Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman 
disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. 
Penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenang Presiden 
diusulkan oleh PPK dan tembusan disampaikan kepada BAPEK dengan 
melampirkan: 
a. Berita acara pemeriksaan; 
b. Bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan  




5. Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin 
Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan 
dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. 
 Contoh: 
Seorang PNS telah melakukan penggelapan barang-barang milik negara 
berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti 
melanggar Pasal 3 akngka 13 yang pelanggarannya berdampak negatif pada 
instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh pejabat yang berwenang 
menghukum dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum maka: 
1) Apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan 
tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang 
mendesak, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 1 (satu ) tahun. 
2) Apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari 
keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan 
hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat 
selama 1 (satu) tahun. 
a. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan 





jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan 
semua pelanggaran disiplin yang dilakukan. 
Contoh: 
Sdr. Drs. Sugihjaya, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, 
jabatan Kepala Subbagian (eleso IV.a). Yang bersangkutan tidak 
masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 8 ( delapan ) bulan hari 
kerja yang menurut ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 harus dijatuhi 
hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping tidak masuk 
kerja, juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan 
perceraian dengan istri tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang 
menurut ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 
1990 harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. 
Dalam hal demikian, PNS tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman 
disiplin tingkat berat dengan tetap mempertimbangkan tidak masuk 
kerjanya 
b. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan 
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman 
disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah 
dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran 
disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan 




Sdri. Susiana, S.H., golongan ruang III/b pada tahun 2009 melakukan 
pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 
jawab yang berdampak negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan 
telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis. 
Kemudian pada tahun2010 yang bersangkutan mengulangi perbuatan 
yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, S.H., harus dijatuhi 
hukuman disiplin yang lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas 
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum. 
6. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin 
a. Teguran Lisan 
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan dengan 
keputusan pejabatyang berwenang menghukum, dibuat 
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-
g Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 
2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 
b. Teguran Tertulis 
1) Jenis hukuman disiplin berupa  tertulis, dengan keputusan 





sebagaiman tersebut dalam anak lampiran I-h Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
2) Dalam keputusan hukuman teguran tertulis, harus disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
1) Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara 
tertulis ditetapakan dengan keputusan pejabat yang berwenang 
menghukum, dibuat menurut contoh sebagaiman tersebut 
dalam anak Lampiran I-i Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 
2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak 
puas secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
d. Penundaan Kenaikan Gaji Bekala selama I (satu) tahun 
1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama I ( satu )  tahun, ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh 
sebagaimana tersebut anak Lampiran I-j Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala ditetapkan untuk selama I ( satu ) tahun. 
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3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan 
kenaikan gaji berkala selama I ( satu ) tahun, harus disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 
4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk 
kenaikan gaji berkala berikutnya. 
Contoh: 
Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I 
golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum ( eselon III.a). 
Pada tanggal 1 juli 2010 yang bersangkutan baru memperoleh 
kenaikan gaji berkala ( KBG ) dengan masa kerja 18 tahun 
00bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00. 
Terhitung mulai tanggal 1 september 2010 dijatuhi hukuman 
disiplin tingkat sedang berupa penundaan KBG selama 1 ( satu 
) tahun. Dalam hal demikian, maka KBG yang seharusnya 
diberikan mulai 1 Juli 2012, baru dapat dipertimbangkan 
terhitung mulai 1 Juli 2013. 
Yang bersdangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan juni 
2013, masih menerima gaji pokok lama. 
Contoh 2: 
Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I 





Seharusnya pada tanggal 1 November 2010 akan mendapatkan 
kenaikan gaji dengan masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji 
pokok sebesar Rp.2.667.900,00. 
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, dijatuhi hukuman 
disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala 
selama 1 ( satu ) tahun. 
Dalam hal demikian, yang bersangkutan baru dapat 
dipertimbangkan kenaikan gaji berkala berikutnya terhitung 
mulai tanggal 1 November 2011. 
Yang bersangkutan dari bulan november 2010 sampai dengan  
e. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 ( satu )  tahun  
1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang 
menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut 
dalam Anak Lampiran 1-j Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 
2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun. 
3) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk 




Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I 
golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon III.a). 
Pada tanggal Juli 2010 yang bersangkutan baru memperoleh 
kenaikan gaji berkala (KGB)   dengan masa kerja 18 tahun 00 
bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.6667.900,00. 
Terhitung mulai tanggal 1 september 2010 dijatuhi hukuman 
disiplin tingakt sedang berupa penundaan KGB selama 1 (satu) 
tahun. Dalam hal demikian, maka KGB yang seharusnya 
diberikan mulai 1 Juli 2012, baru dapat dipertimbangkan mulai 
1 Juli 2013. 
Yang bersangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 
2013, masih menerima gajik pokok lama. 
f. Penundaan Pangkat Selama 1 (satu) tahun 
1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan pangkat ditetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat 
menurut  contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 
1-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan 
pangkat, ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, 






3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung 
untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya. 
Contoh: 
Sdr. Drs. Badrun, jabatan fungsional umum, pangkat Penata 
Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 
2007. Pada tanggal 12 November 2010, yang bersangkutan 
dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 
selama 1 (satu) tahun, maka kenaikan pangkat menjadi Penata 
Muda Tingkat I golongan ruang III/b baru dapat 
dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012 clan 
kenaikan pangkat berikutnya menjadi Pebata golongan ruang 
III/c baru dapat dipertimbangkan untuk periode 1 April 2016. 
4) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan 
kenaikan pangkat, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 
1) Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 1 ( satu) tahun ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat 
menurut contoh sebagaiamana tersebut dalam Anak Lampiran 
I-I Peraturan Kepala  Badan Kepegawaian Negara. 
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2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 
selama 1 (satu) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
3) Setelah menjalani hukuman disiplin pangkat selesai, maka PNS 
yang bersangkutan dengan sendirinya kembali ke pangkat 
semula 
4) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan 
pangkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun tidak dihitung 
sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat 
berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang 
bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahunsetelah kembali pada 
pangkat semula. 
Contoh: 
Sdr. Andri Subono, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I 
golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 april 2010 
dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan dengan gaji pokok 
Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan setingkat lebih rendah 
selama 1 (satu) tahun TMT 10 September 2010 sampai dengan 
tanggal 9 September 2011. Dalam hal demikian maka: 
a) TMT 1 Oktober 2010 Sdr. Andri Subono, S.E., 
pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golongan 





menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji 
pokoknya turun dari Rp.1907.500,00 menjadi 
Rp.1.830.100,00. 
b) TMT 1 Oktober 2011, pangkatnya kembali menjadi 
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji 
pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00. 
c) TMT 1 April 2015 kenaikan pangkatnya baru dapat 
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan 
III/b menjadi Penata golongan ruang III/c apabila 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
h. Penurunan pangkat setengah lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. 
1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penuruna pangkat 
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga ) tahun ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat 
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-
m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat 
ditetapkan setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun. 
3) Dalam keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah berlaku untuk selama 3 ( tiga ) tahun 
harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
PNS yang bersangkutan. 
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4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga) tahun selesai, maka 
pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali 
kepada pangkat yang semula. 
5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan 
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak 
dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan 
pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS 
yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah 
kembali pada pangkat semula. 
Contoh: 
Sdr. Jerny Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I 
golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 
masa kerja 4 tahun 3 bulan dengan gaji pokok 
Rp.1.907.500,00. Yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai  dengan tanggal 9 
Agustus 2013. Dalam hal demikian maka: 
a) TMT 1 September 2010 Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., 
pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golingan 
ruang III/b menjadi  Penata Muda golongan ruang III/a 
dengan gaji pokoknya turun dari Rp.1.907.500,00 





b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi 
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji 
pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00. 
c) TMT 1 April 2017 kenaikan pangkatnya baru dapat 
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang III/b menjadi Penata Golongan ruang III/c 
apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
i. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 
1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan 
jabatan yang lebih rendah dan kompetensi yang bersangkutan 
sesuai dengan persayratan jabatan yang ditentukan. 
2) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang  menghukum dibuat 
menurut contoh sebagaimana dalam Anak Lampiran I-n 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
3) Dalam surat keputusan hukum disiplin tersebut, harus 
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan., 
4) PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan 
dalam jabatan  baru yang telah ditentukan sesuai dengan 
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kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik 
dan diambil sumpahnya. 
5) Tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan 
berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin 
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah. 
6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan 
jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam 
rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah, 
baru dapat dipertimbangkannkembali dalam jabatan yang lebih 
tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan 
dijatuhi hukuman disiplin. Dalam waktu 1 (satu) tahun, 
dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang 
bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk 
menduduki sesuatu jabatan 
Pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 






PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam 
rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih 
rendah, tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan 
jabatannya. 
PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan 
dalam jabatan baru yang telah ditentukan. 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, 
diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang 
didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan  
jabatannya tetap dimiliki PNS bersangkutan. 
PNS tersebut dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam 
jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang 
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang 
dimiliki sebelum diturunkan dari jabatan. 
Angka kredit diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang  
jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diangkat 
kembali dalam jabatan semula. 
Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang 
bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan yang semula, 
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baru dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 1 (satu) 
tahun. 
Contoh: 
Sdr. Dian Supardi S.Sos., jabatan Analisi Kepegawaian Muda 
pangkat Penata Tingkat I golongan ruang HIM dengan angka 
kredit 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin 
tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah TMT 9 November 2010. Dalam 
hal demikian, maka: 
a) Sdr. Dian Supardi S.Sos., pangkat Penata Tingkat 
golonga I ruang III/d Jabatannya diturunkan dari 
analisis Kepegawaian Muda menjadi Analisi 
Kepgawaian Pertama dengan angka kredit tetap 300. 
b) Sdr. Dian Supardi S.Sos., diberikan tunjangan jabatan 
fungsional Analisis Kepegawaian Pertama. 
c) Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat diangkat kembali ke 
jabatan Analisis Kepegawaian Muda dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
i. Paling singkat setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak 





ii. Menggunakan angka kredit terakhir sebelum 
dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; 
dan 
iii. Memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-
undangan. 
d) Selama menduduki jabatan Analisi Kepegawaian 
Pertama, Sdr. Dian Supardi S.Sos., memperoleh angka 
kredit 50. 
e) Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam 
jabatan Analisi Kepegawaian Muda, Sdr. Dian Supardi 
S. Sos., memperoleh angka kredit 55. 
f) Dalam hal demikian Sdr. Dian Supardi., dapat 
dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Analisis 
Kepegawaian Madya dengan angka kredit 405 yang 
bersal dari: 
i. Angka kredit terakhir 300; 
ii. Angka kredit yang diperoleh selama menduduki 
jabatan Fungsional Analisi Kepegawaian yaitu 50; 
dan 
iii. Angka kredit yang diperoleh setelah kembali dalam 




j. Pembebasan Dari Jabatan 
1) Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan 
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang 
menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut 
dalam anak lampiran I-o Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaiaan negara. 
2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari 
jabatan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan 
oleh PNS yang bersangkutan.  
3) Selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih 
tetap meneriman penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan 
jabatan. 
4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari 
jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam satu jabatan setelah 
PNS yang bersankutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah   
dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang 
bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk 
menduduki sesuatu jabatan lain 
k. Pemberhentian Dengan Hormat  Tidak Atas Permintaan Sendiri 
Sebagai PNS  
1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 





keputusan jabatan yang berwenang menghukum, dibuat 
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-p 
Peraturan Kepala badan kepegawaiaan negara. 
2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus 
disbutkan penggalaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 
3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan 
hak-hak kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-
undangan 
l. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS 
1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagaia PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat 
yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagai 
mana tersebut dalam Anak Lampiran I-q Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS harus disebutkan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan 
3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak 
dengan hormat sebabagai PNS, tidak diberikan hak pensiun. 
100 
 
7. Penyampaian Hukuman Disiplin 
a. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang menghukum. 
b. Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan 
sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum. 
c. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir 
menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh 
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
d. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup 
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya 
disampaiakan kepada pejabat instansi terkait. 
Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan 
hanya diketauhi oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang 
menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan 
bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh 
lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. 
e. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan 
tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat 
yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk 





ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS 
yang dijatuhi hukuman disiplin. 
f. Penyampaian keputusan Hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. 
g. Apabila PNS yang di jatuhi hukuman disiplsin tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman 
disiplin dirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang 
diketahui dan tercatat diinstansinya. 
h. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden 
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh 
pimpinan instansi induknya. 
E. Upaya Pembinaan Badan Kepegawaian Negara Terhadap Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil 
 Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral 
sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur 
negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam 
melaksanakan tugas. 
 Untuk Menumbuhkan sikap disiplin PNS, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
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tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  mengamanatkan ditetapkannya peraturan 
pemerintah mengenai disiplin PNS.   
 Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil.Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi 
saat ini. 
 Untuk mewujudkan PNS handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak 
diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan 
disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 
peleksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk Lebih Produktif berdasarkan 
sistem karier dan sistem prestasi kerja. 
Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan 
hukuman disiplin untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar 
yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan 
memperbaiki diri pada masa yang akan datang. 





disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini 
dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta 
memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. 
Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang 
menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Penjatuhan hukuman 
disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengandengan berat ringannya pelanggaran 
yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS 
yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. 
Selain hal tersebut, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak 
untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat dihindari 
kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.4 
 
                                                          
4
 Nur Hari Toko, Sub Bidang Kepegawaian, wawancara mengenai Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 









A.  KESIMPULAN   
1. Aturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kepegawaian, Pegawai 
Negeri Sipil dan pengguna ijazah palsu dapat dilihat pada, Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 tahun 2015 tentang, Tindakan 
Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang 
Menggunakan Ijazah Palsu, Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara 
Nomor 20 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263 tentang Pemalsuan Surat. 
2. Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif 
dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Ijazah 
Palsu: 
Pasal 1; 
Tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri 
Sipil yang menggunakan ijazah palsu adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 
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 Pasal 2; 
Tindakan administratif atau hukuman disiplin yang telah dijatuhkan 
sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang 
sedang dijalani oleh PNS bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. 
 Pasal 3; 
Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/ 
1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap 
Pegawai Negeri. Sipil yang Memilikt Ijazah Palsu/Aspal, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 Pasal 4:  
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik. 
Landasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Ijazah 
Palsu, Perbuatan pemalsuan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum 
Pidana pasal 263 ayat 1-2, yang menjelaskan barangsiapa membuat surat 





atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat solah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 
dengan pinjara paling lama enam bulan. Dipidana dengan pidana yang sama, 
barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan 
seolah-olah asli, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
Pertimbangan yang dipergunakan Badan Kepegawaian Negara diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut: 
a. Ketentuan mengenai tindakan administratif dan hukuman disiplin yang 
dijatuhkan terhadap calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu 
sebagaimana diatur dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara ini, 
tidak mengesampingkan berlakunya ketentuan pidana. 
b. Keaslian dan keabsahan ijazah yang diperoleh dari pendidikan diluar 
negeri ditetapkan oleh kementrian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 
atau kementerian pendidikan dan kebudayaan. 
B. Saran-Saran 
1. Demi terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan yang diperuntukkan oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya pada Badan Kepegawaian 
Negara tentang Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu 
dibutuhkan implementasi yang konsisten agar tercapainya keadilan dan 
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kesejahteraan sosial. Penulis juga menghimbau kepada semua Pegawai Negeri 
sipi agar bertindak seperti yang telah di amanatkan Undang-Undang Dasar 
dan Pancasila.  
2. Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang Pegawai 
Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara dan Sangksi penggunaan Ijazah palsu. 
Serta Badan Kepegawaian Negar memberikan konsultasi hukum dan 








Alam, Nur. Himpunan Undang-Undang Kepegawaian. Jakarta: Rajawali Pers, 2002- 
2004. 
B Harni Eka Putri, Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 
Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
25 Tahun2015. Jakarta, 2015. 
Cahyo, Dwi Nugroho. “Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim 
Tentang  
Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris”. Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. 
Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grasindo, 2001. 
Departemen Agama. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: 2003. 
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahannya. Bandung: 
 Syamil Qur’an, 2009. 
Depertemen Pendidikan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2010. 
Hazan, Hamzah. Hukum Pidana Islam . Alauddin University Press,   
Copyright@penulis, 2014. 
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang,  
1995. 
http://118.97.48.2/kanreg04/in/peta-situs.html. Humas BKN Regional IV Makassar.. 
Marhiyanto, Bambang. Kamus Lengkap Bahasa  Indonesia. Jakarta: Victory Inti 





M. Echols, John dan Shadily Hasan. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia
 Pustaka Utama, 2014. 
Meleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2011. 
Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy. Falsafah Hukum Islam.  Semarang: PT.  
Pusataka Rizki Putra, 2013. 
Nasution S, Metode Research, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006. 
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta. 2014. 
Quraish, M. Shihab. Tafsir Al-Misbah Pesan  Kesan dan Keserasian al-Qur’an.  
Jakarta: Lentera hati, 2002. 
Republik Indonesia.”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003” 
dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. 
Republik Indonesia.”Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian” 
dalam Undang-Undang Kepegawaian, Jakarta: Sinar Grafika. 1998-2003. 
Republik Indonesia.”Peraturan Kepegawaian”. Jakarta: CV. Eko Jaya, 2002. 
Rudyat, Charlie. “Kamus Hukum”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
Ruskhan, Abdul Gaffar. Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Grasindo,  
2007. 
Soemarno, D. Himpunan Lengkap Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia.  
Jakarta: CV. Mini Jaya Nixa Jaranta, 1991-1997. 
Sutrisno, Hadi. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986. 






Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press, 2006 
 
 
 
